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Dugaan Mark Up Lahan BP3TKI Denpasar l,

Dikonfrontir; Tiga Saksi Kunci

dan Tudakwa Saling Bantah
DENPASAR, NusaBali

Tiga saksi kunci dalam l:asus
dugaan mark up lahan kantpr
BP3TKI (Badan Pelayanan penem-
patan dan Perlindungan T(,nasa
Kerja Indonesia) Denpasar kelnffi -
li dihadirkan di Pengadilan Tipikor
Denpasar pada, Rabu (21/10)
untuk dikonfrontin Maielis htrkim
sempat meragukan surat dQkter
dari Inspektorat Jenderal BNIPZT-
KI Jakarta, Mangasi Simanjuntak
yang mangkir dalam sidang.

Tiga saksi, yaitu Wahyu Ma-
tondang alias Dodik, Trusti prio
Sambodo (tersangka dalam be,r-kas
terpisah) dan Nyoman Gede param-
artha [tersangka dalam berka:; ter-
pisah] dihadirkan untuk merrrlberi
keterangan kepada dua terdalrwa,
yaitu Kepala BP3TKI Denpasan
lVayan Pageh dan llf, ltelaUat
l^":!-1", Komirmen), priyo Adi
5antoso.

. _Dalam sidang kali ini, malelis
hakim pimpinan Edward H,rris
Sinaga kembali menelusuri ahran
uang hasil mark up Rp 2,2 mtliar
yang dibagikan ke beberapa onrng
Dari keterangan Trusti dari u,lng
hasil mark upRp2,2 miliac Rp 1,5
miliar mengalir ke tangan Dilrjik,
Rp 450 juta ke Priyo dan Rn ll00
j_t!! kgwayan Pageh sebagai liepr r la
BP3TKI Denpasar.

Namun keterangan Trusti rni
dibantah Dodik yang tetap meln-

bantah menerima uang Rp 1,5
miliar yang dicairkan dalam dua
tahap. Dodik yang mengaku seb-
agai pembantu khusus di BNp2TKt
Jakarta ini mengatakan tidak
pernah menerima apapun dari
Trusti. "Saya tidak peindh terima
apapun," jelasnya.

Majelis hakim yang penasaran
lalu kembali mengbreli lieterangan
Trusti dan Priyo yang mengaku
menyerahkan uang Rp 750 juta
sebanyak dua kali kepada Dodik di
retoran HoGl InnaGrand Bali Beach.
'lYa benar Dodik yang menenma
uang itu," ujar kedua saksi.

Meski sudah ada dua saksi yang
mengantarkan langsung uang terse-
but ditambah keterangan Param-
qtha yang mengatakan diperinrah
Dodik mengambil uang tersebut,
namun Dodik tetap tidak mau men-
gaku. "Saya tidak pernah menerima
uang itu," lanjutnya.

Priyo yang dikatakan mener-
ima uang Rp 450 juta dari Trusti
juga membantah. Priyo men-
gata-[a_n hanya diberilian uang
Rp 150 juta oleh Trusti. "Tida[
benar keterangan Trusti itu. Saya
hanya diberi uang Rp f 5O ,iuti,,'
lanjutnya. Dari keterangan Trusti
tersebut, hanya Pageh yang men-
gaku menerima uang Rp 200 juta
yang dibagikan ke aiak buahnva.

_Ya sgya menerima uang itu," ujar
Pageh polos. 6 rez
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Salah Prosedur

VersiKetut
Teneng, jika
temuan soal du
pejabat Eselon

1
ll ll di Denpasar

tak ditindak-
lanjuti, nanti
masuk kategori

Inspekur Provinsi, Ketut

DENPASA& NusaBali

pembiaran terjadi
pelanggaran

Komisi I DPRD Bali.
Ajang 'pengadilan' untuk In-

spektur Provinsi Ketut Tenens
di Komisi I DPRD Bali, Rabi
kemarin, hampir sama densan
'pengadilan' Plnlabat Walik'ota
Gung ceriya di DPRD Denpasar
sepekan lalu. Yang di masalahkan
adalah soal diberhentikannya IGN
Eddy Mulya dari jabaan iGdis-
dikpora Denpasar dan Dewa

Benambung ke Hal-i5 Kolom l

Kasus pemberhentian dua
jabat Eselon II Pemkot DenDa
oleh Peniabat Walikota AA
Geriya karena proses De
katan sebelumirya tidik
prosedur, bukan hanya
marah Fraksi POtp Ophn
pasar. Setelah.Peniabat W
AA Gede Geriya diadili di
Denpasar, Rabu [21/10) ]

Kepala Inspekoiaf prrifrnsi, I
Ketut Teneng, yang 'diadili'

* Komisi I

tujabat
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Nyoman Sudarsana dari iabatan
Kepala BKPP Denpasar. Kedua
pejabat Eselon II ini sebelumnya
dikembalikan Penjabat Walikota
GungGeriya ke posisi semula, kare-
na dulu diangkat di era Walikota
Denpasar IB Rai Dharmawijaya
Mantra tanpa melalui persetujuan
Gubernur Bali.

Rapat'pengadilan' Inspektur
Provinsi Ketut'feneng oleh Komisi
I DPRD Bali di Gedung Dewaq Niti
Mandala Denpasar, Rabu kemarin,
dilakukan secara tertutup. Awalny4
Humas DPRD Bali mengirimkan
undangan ke semua media soal
RapatKomisi I. Namun, begitu acara
dimulai, ternyata keputusannya
berbeda. Wartawan yang sudah
bersiap meliput, mendadak tidak
dibolehkan masuk

Informasi yang dihimpun Nu-
saBali, pertentuan yang men-
garah ke 'pengadilan' terhadap
Inspektur Ketut Teneng kemarin

'dipimpin Ketua Komisi I DPRD
Bali, Ketut Tafna Tenaya (Fraksi
PDIPJ. Pertemuan tertutup ini
juga dihadiri sejumlah anggota
Komisi I DPRD Bali, seperri Nyo-
man Tirtawan fdari NasDemJ,
Ngakan Made Samudra (De-
mokrat), I Gusti Putu Wijedra
(Demokrat), I \Vayan Gunawan
(Golkar), Nyoman Adnyana
IPDIP), AA Kompyang Raka
(PDIP). Yang menarik, anggota
Komisi II DPRD Bali dari Fraksi
PDIP, AA Ngurah Adhi Ardhana
juga ikut hadir dalam pertemuan
di Komisi I ini.

MenurutWakil Ketua DPRD Bali
dari Fralai Golkar, Nyoman Sugawa
Korry, pimpinan mpatyakni Ketua
Komisi I, Ketut Tama Tenaya, mem-
beri kempatan Adhi Ardharn hadir
meskipun bukan,anggotany4 den-
gan dalih karena berasal dari Dapil
Denpasar, Adhi Ardhana pun hanya
boleh mendengarkan.

Dalam rapat tertutup yang men-
jurus 'pengadilan' itu, Inspektur
Ketut Teneng didampingi Kepala
Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Provinsi Bali Ketut Rochineng dan
jajaran Biro Hukurn Setda Provinsi

Bali. Rapat kemarin berla
selama 2 jam lebih, sejak
kul 10.00 Mta hingga sia
12.15Wita.

dalam 'pengadilan' ter
kalangan anggota Komisi I
Bali dari Fraksi PDIP cukup
mengejar kenapa sampai
pemberhentian IGN Eddy
dan Dewa Nyoman Sudarsar
jabatannya di Pemkot
Lagipula, kesannya baru dila
sekarang menjelang Pilkad.
pasar 2015. Ketut Teneng:
Kepala Inspektorat
sasarantembak
sebelumnya'menemukan'
pengangkatan dua pejabat
II Pemkot Denpasar
sesuai prosedur tersebqt,
ditindaklanjuti Penjabat W
Gung Geriya dengan
tikan keduanya.

Namun, KetutTeneng
membeberkan dugaan te
pemalsuan dokumen yang bf
luang menyeretSekda Kota sf
Ketua Baperjakat Pemkot Dq

Sumber NusaBali yang
dalam pertemuan di fomisi tb
Bali,.Rabu kemari4 mepyebur
berdasarkan pembeb6ian
Teneng saat 'diadili', yang pa
fatal adalah Surat Keputusan '
likota Denpasar Nomor 82 1.22
BKPP tertanggal 26 lanuai 2(
Dalam SK tersebut dinyatal
pengangkatan IGN Eddy Mulya
Dewa Sudarsanasudah

sar, AA Ngurah Rai
mantan Walikota IB Rai M
ke ranah hukum. Sebab, dari
asistensi yang dilakukan Ir
ktorat Pprovinsi'Bali, d
terjadinya kesalahan
dalam mutasi pejabat di Pe
Denpasar pada fanuari 20-

Paling fatal adalah ser
hanya diajukan 6 pejabat
yang dimintakan rekom
Gubernur Bali, namun kem
yang dilantik membengkak
jadi B pejabat Eselon IL
ada 2 peiabat Eslon II yang
nong dilantik tanpa mehlui-[
1e$jqal.Gubernur Bali, yakni p

Eddy Mulya dan Dewa Suda

Padahal, Gubernur Bali tidak mer-
ekomendasikan Eddy Mulya dan
Dewa Sudarsana.

Terungkap, kala itu Gubernur
Pastika merekomendasikan 6 ne-
jabat Eselon ll sesuai yang diajukan
dari Pemkof, masing-masing IBAlit
Wiradana sebagai Kadis Trantib
dan Satpol PP Denpasar, I Made
Mertajaya sebagai Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakata dan
Pemdes Denpasar, AA Gede Bayu
Brahmasta sebagai Kadis peter-
nakan dan Perikanan Denpasar,
dr Setiawati Hartawan .sebagai

Direktur RSUD Wangaya, I Ketut
Nick Natha Wibawa sebagai lGdis
Komunikasi dan Informatika Den-
pasar, serta I Ketut Dunia seb"gai
Kepala Kesbanglimaspol Denpasar.

Gubernur meminta 6 pejabat
tersebut agar diproses sesuai den-
gan perundang-undangan.

Sementara ihr, seusai rapat'pen-
gadilan' terhadap Inspektur Ketut
Teneng Rabu kemarin, Ketua Komisi
I DPRD Bali KetutTama Tenava men-
egaskan perGmuan t".s"bui buk tt
ajang untuk mengadili. Anggota
Fralsi PDIP DPRD Bali Dapil Badung
inijrrga mengakui memangada kes-
alahan prosedur pengangkatan dua
pejabat Eselon II Pemkot Denpasar.

"Kita ldarifikasi saja soal pejabat
Eselon II di Denpasar. Memang
ada kesalahan prosedur. Cuma,
kan kami sampaikan tadi supaya
mutasi tidak dilakukan menjelang
Pilkada 2015. fagalah kondisi Bali
tetap kondusif di musim pilkada"
dalih mantan Bendahara DpD pDIp
Bali ini.

Tama Tenaya menyebutkan,
verci Pemprov Bali, apa vangdilaku-
kan PeniabatWalikota Gung Geriya
di Denpasar, bukanlah mutasi.
Tapi, pengembalian prosedur yang
sebelumnya salah. IGN Eddy Mulyi
dikembalikan ke posisi semula se-
belum diangkat 3 Ahun silam, yalcri
jadi Asisten II Bidang Adminishasi
Umum Pemkot Denpasar. Sedang-
kan Dewa Sudarsana dikembalikan
ke posisi semula menjadi Staf Ahli
Bidang Kemasyarakatan dan SDM
Pemkot Denpasar.

"Keputusan kita tadi [perte-
muan di Komisi I DPRD Bali kema-

rin, Red), persoalan ini menunggu
proses di Mendagri saja. Kita serah-
kan ke pusat Semua akan dibahas
setelah Pilkada,9 Desemb-er 2015,
supaya tidak ada kegaduhan,,,
tegas politisi PDIp asal Kelurahan
Tanjung' Benoa, Kecamatan Kuta
Selatan, Badung ini.

Dikonfirmasi terpisah seusai
pertemuan kemarin siang Inspe-
ktur Provinsi Ketut Teneng men-
gatakaq dihadapan Komisi I DpRD
Bali, pihaknya menyampaikan
semua proses tentang pengangka-
tan dua pejabat Eselon II pemkot
Denpasar, IGN Eddy Mulya dan
Dewa Sudarsana. "Kami ielaskan
semuanya sesuai dengan yang dit-
anyakan Komisi I. Saya tegaskan di
hadapan Dewan terhormat, bahwa
asistensi itu dilakukan Inspektorat
di seluruh kabupaten/kota yang
jabatan kepala daerahnya berakhir
sebelum Pilkada 2015. Kami tidak
ada kepentingan apa pun," tandas
KetutTeneng.

Kenapa baru sekarang asistensi?
'Ya, arenajabatan kepala daerahn-
ya baru berakhir sekarang. Kalau
kami asistensi jabatannya di ten-
gah jalan, ya nggak benar," tandas
birolcat asal Desa Les, Kecamatan
Tejakula, Buleleng yang juga plt
Karo Humas Setda Provinsi Bali ini.

MenurutTeneng asistensi itu me-
liputi tiga halyalmi penilaian khr.sus,
kasus, dan reguler. "Semua institusi
yang kita asistensi, ada dasamya itu.
Di Denpasar, ada temuan (termasuk
pengangkatan dua pejabat Eselon
II yang tanpa verifikasi Gubernur,
Red),"katanya

Teneng menegaskan, jika
temuan ini dibiarkan berlarut-larut
dan Penjabat Walikota Denpasar
tidak menindaklanjutinya, maka itu
masuk kategori pembiaran tedadi-
nya pelanggaran. "lhlau dibiarkan
begitu, siapa yang bertanggung
jawab?Ayo siapa? lhrena ini sudah
temuan " tegas Teneng

"Sedangkan Inspektora! sesuai
aturan, harus menindaklanjuti
temuan itu. Ini bisa merembet ke-
m_ana- mana. Nggak perlu saya
jelaskan darrrpak hukumnya secam
detail, siapa-siapa saia yang bisa
kena...," imbuhnya. 6 nat

urt,

D
lr

Edisi

Hal

kan rekomendasi Gubernur

a(461 r.L7 dR zot|iu



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha

I
Rl Perwakilan Provinsi Bali

Kasus Dul
Bersubsi{

IPUMiI

TolakPJ
DENPASA&NusJ

bersubsidi di Pef
Selasa (201101. I

DalamrepIlcry{
kimmenolakselur{
Pasalnya semua urfi
bisadibul<tikandicl:
pledoi dan menjar"[
sudahdibacakaa' jf

Seperti diketallr
yaakan bersalah
tentang Tipikor
menjadi UU No,
bangkan hal
langsung
kan pidana
(1,5 tahunJ

Selainihl
ini jugadimintamt
6 bulan penjara d
negaraRp tZ2iua.ll
bulan putusan berk
mampu dibayar mh
Jika masih belum I
pidana penjara sel{r

Sementaradalaf
baskan dari semua tl
yaitu sudah ada dri
perkara yang samrf
brana. Sementara $
dalam perkarayan{

Dalam pledoi ju!
gunaan wewenangh
dalamdalaaaan. M":fi
ten Sili a]<an memb{
kuurya, Selasa (27l[

t

an Korupsi BBM
Uembrana V

hrdalcwa
Made Sueca Antara yang meru-
D fembrana membicalLn pte-
d ,:jg"ng sebelumny"a, gitiran

[PU) yang membacikan"replik
n sidang dr,rgaan korupsi B'BM
lilan Tipikor Denpasar pada,

Suhadi dlk meminta majelis ha-
ledoi pngdisampailcn terdakwa
korupsi irang didakwal<an sudah
n persidangan'Menolakseluruh

$ukuman saual tuntutan png
fPU dalam repliknya

tuntutan terdakwa din-
3 UU No 3l tahun 1 999

mana diubah dan ditambah
2001. Setelah mempertim-
an clan meringankan, JpU

tu ntgtannya, ixaitu menjatuh-.
satu t-ihun enam bdan

jembrana dari Fralsi pDIp
r denda Rp 50 juta subsider

mengembalikan kerugian
ketentuan jika setelah latu

ratan hukum tetap tetap tidak
harta bendanya akan dilelang.

akan diganti denga-n
1 tahun.

terdakraaminta dibe-
Salah safu alasannrra

:rpidana yang diputus daljm
Pengadilan Negeri (pN) fem-) Iem-
yang iuga men;aai 

-terddkwa

La dijerat pls?l korupsi.
ut tidak ada fenyalah-

terdakwa seperti
pimpinanAchmad Per-

putusan pada sidang beri-
rclatang.6 rcz
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Jengah Krflsis APBD, Dewan

Uinla Mobili pinas Rp I 0 Miliaf
SINGAMIA, NusaBati

^ Ditengah prediksi ApBD
buteleng tahun 201.6 nanti
!.ertatih-tatih, lembaga DpRD
buleteng. justru punya keingi_
nan cukup mengejutkan. Mas_

lng-masing anggota Dewan,
Ktnl larus mendapat fasilitas
mobit. dinas (ivlodisJ. Nilainya
pun diperkirakan mencapai Rp
10 miliar lebih.
, Dala yang ciihimpun Rabu
(21,/.L0), seiauh ini pemkab
tluleteng telah memberikan
tasilitas mobil dinas masing_
masing untuk empat pimpina"n
uewan, kemudian empat unit
lagi .u.ntuk masing-masing
59-mlsi (komisi I, II, III, dan
rvJ, dan enam unit lagi untuk
masrng-masing fraksi (Fraksi
PDIP, Golkar, Demokrat, Ha-
nura, Gerindra, dan Fraksi
NasdemJ. Mobil dinas itu be_
lum termasuk mobil pool yang
selalu stanby di sekr'etariatai
Dewan.

dapat,.regulasinya apa ini,
saya belum temukan itu, kalau
memang ada, tentu kami akan
bahas lebih lanjut. Apa kita
mobil jtu system pinjarir pakai
atau gimana, kalau sistem pin-
jam pakai, ini kan diberikan
oleh.p.ihak ketiga, nah siapa
pihak ketiga disini,,, ujarnya.
. . 

Menurut Suparmen, seiauh
ini Fraksi Golkar belum mem_
berikan kepastian terkait den-
gan wacana tersebut. Dalam
waktu dekat, Fraksi Golkarakan
merapatkan, untuk mendapat-
kan kepasfian

Ditempat terpisah, Sekkab
Buleleng Dewa Ketut puspaka
yang dikonfirmasi, belum mem.
berikan keterangan yang pasti
ra menyebut, setiap usular
tentu akan dibahas lebih laniut
"Belum, belum. Nanti kaiat
memang ada, tentu kami akar
mengkaji lebih lanjut, ada me
kanismenya yang harus diikuti,,
ujarnya singkat. -d k19

harus menyiapkan dana men_
capai Rp 70 miliar lebih. Be-
tum lagi kebutuhan dana_dana. 
lai-nnya diantaranya perbaikan
lnrrastruktur yang kini dipusat_
Kan ol perkotaan.

Namun, anggota Dewan ra-
mar-ramai menepis isu terse-
but. Mereka menyebut, keingi_
nan mendapat fasilitas mo6il
dinas itu belum final, baru
sebatas wacana.

Tiga fraksi terbesar di
DPRD Buleleng menyebut,
mereka harus mefJpatkan
kembali-masirrg-rr,asrng ang_
gota f,raksi untuk men?apit
kata sepakat. "Memang ada,tapi itu belum final masih
wacana. Karena ini untuk
kebersamaan, kami harus
rapatkan kembali anggora
fraksi, sehingga kami saIJ ba_
hasa dalam menyikapi wacana
itu," kata Ketua Fraksi pDIB Ni
Kadek Turkini.

Hal senada juga disampai_

kan Ketua Fraki Demokrat, iluh
Hesti Ranitasari. Ia meng,lqu
belum bisa memberi t<e1bf,

3l,c-1_q1nj t n g,l e ba r 
^te 

rkfrlt
keinginan ineidapat fasili fii
mobil dinas, Iantaran belrlln
ada kesepakatan dalam frailsi.

,1-L 0(t rotclEdisi :
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Fqu.'n 
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1

sesuatu yang mengatasr
kan fraksi. Nanti segera
akan mengadakan ralat
dulu," ujarnya.

Hal berbeda
Ketua Fraksi Golkat Gdde
Parmen. Menurutnva.
mengaku ada wacana i
namun dirinya belum
menyatakan setuiu seb
temukan mekanisme vanr
dalam pemakaian mobil
tersebut.

- 
Masalahnya, ketenuan

acla'menyebut mobil r
diberikan untuk menur
kegiatan alat kele
dewan. "Nah kalau

jumlah kendaraan
belum cukup

operasion-
ing anggota.
pembahasan

tp U*m.um Anggaran
4n pnoritas plafon

jenis mobil dinas

DPRD Buleleng
orang.
kondisi keuangan

APB D duk 2016 na"nti
di dalam posisi sulit.

untuk kebutuhan

Sementara l-ppAS)
uk 2016, muncui

r tersebut iehis
keluaran 

-baru

diperkirakan men-
5 juta perunit. Itu
rkabha.rus mgnye-

diakan belian sebesar
lebih, karenaRp1

jumlah

itu di
untuk
al ma
Nah, r
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